
 

 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BELU 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU 

NOMOR : 4/PL.02.7-Kpt/5304/KPU-Kab/III/2021 

TENTANG 

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH 

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU, 

 

Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Belu untuk mengesahkan Hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h 

dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil     Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota            

Tahun 2020, setelah selesai tahapan penyelesaian 

pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, maka 

dilakukan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi; 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 



 

 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten; 

 

Mengingat  : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum     

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan 

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1384); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

 
 

 
 



 

 

 
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disesase 

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 981); 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu 

Nomor 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Belu Tahun 2020; 

  

 
 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

Memperhatikan  : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021; 

  2. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

102.18/PAN.MK/PSPK/03/2021 perihal Penyampaian 

Salinan Putusan, tanggal 18 Maret 2021; 

  3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 

tentang  Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 

2020 tanggal 16 Desember 2020; 

  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten         

Belu Nomor 16/PL.02.7-BA/5304/KPU-Kab/III/2021 

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 22 Maret 2021; 

 

 

MEMUTUSKAN  
 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BELU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU       

TAHUN 2020. 

KESATU :  Menetapkan Pasangan Calon atas nama : 

Calon Bupati : dr. Taolin Agustinus, Sp PD 

Calon Wakil Bupati : Drs. Aloysius Haleserens, MM 

Sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;  

KEDUA :  Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM 

KESATU merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 

(dua) yang memperoleh suara terbanyak dengan 

perolehan suara sebanyak 50.623 (Lima Puluh Ribu 

Enam Ratus Dua Puluh Tiga) suara sah, yang 

diusulkan oleh Partai Politik, Partai Nasional Demokrat 

(Nasdem), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS);  

 
 



 

 

 
 

 
KETIGA  :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    

 

 Ditetapkan   di Atambua 
 Pada tanggal   22 Maret 2021 
  

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BELU, 

 
Ttd  

 

MIKHAEL NAHAK 
   

 
  
 

 

 


